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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalani 

kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu 

belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan 

yaitu terjadi kekerasan pada wartawan. 

2. Peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 

telah dibuat oleh Dewan Pers yaitu mengenai Pedoman Penanganan Kasus 

Kekerasan namun masih dialami kendala-kendala untuk memenuhi standar 

penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.  

3. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah 

karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang 

dialami wartawan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan 

dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sebagai berikut: 

1. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang nomor 40 

Tahun 1999, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 yang berkaitan dengan 

jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan, khususnya dalam hal 

kekerasan. Perlunya ada revisi Pasal 18 ayat (1) tentang ketentuan pidana 

yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) seharusnya lebih diperberat 

karena terkadang dibeberapa kasus kekerasan yang terjadi menimbulkan 

kerugian yang sangat besar dan agar dapat memberi efek jera kepada 

pelaku kekerasan terhadap wartawan dan perlu adanya revisi pada 

penjelasan Pasal 18 ayat (1) yaitu untuk kriteria tindakan yang berakibat 

menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik. 

2. Pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, mahasiswa danmasyarakat lebih 

mengetahui dan memahami mengenai tugas dan fungsi pers guna menekan 

jumlah kekerasan yang sering terjadi ada jurnalis. 

3. Jurnalis agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sehingga tidak berada pada posisi yang merugikan yang dapat berdampak 

buruk, khususnya kekerasan yang sering terjadi. 

4. Kebebasan pers yang bertanggungjawab harus diterapkan secara nyata 

karena kebebasan tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang maka 
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para jurnalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendapatkan 

perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut. 

5. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah, warga 

masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mengindari terjadinya 

kekerasan terhadap wartawan 
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